BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpilkan bahwa:

1. Puskesmas Sikumana Kota Kupang sudah mengimplemntasi Pola

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) namun belum
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Hasil evaluasi implemntasi PPK-BLUD pada Puskesmas Sikumana kota
Kupang dimana persyaratan substantif, persyaratan teknis dan
administratif pada Puskesmas belum berjalan secara baik.

Faktor penghambat dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas Sikumana adalah
Sumber Daya Manusia yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan struktur dalam BLUD, kurangnya tenaga kerja dalam bidang

akuntansi.

6.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukan diatas, maka penulis

meberikan saran bagi Puskesmas Sikumana Kota Kupang adalah sebagai

berikut:

1. Membentuk Dewan Pengawas BLUD berdasarkan peraturan yang
berlaku dan juga menyusun tugas dan fungsi serta kewenangan

Dewan Pengawas dalam pengelolaan BLUD.
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2. Pihak Puskesmas harus mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk
mendapatkan bimbingan teknis dan juga bisa memiliki dewan
pengawas untuk mendapatkan pengelolaan BLUD yang maksimal dan
dapat menyusun persyratan dalam BLUD.

3. Meningkatkan pelayanan Puskesmas sesuai dengan Standar
Pealayanan Minimal (SPM) serta secara periodik melakukan
pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal untuk semua jenis
layanan.

4. Pihak Puskesmas merekrut tenaga kerja yang memiliki latar belakang
di bidang akuntansi agar dapat menyelesaikan laporan keuangan yang

baik dan dapat dipercaya.
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